
 

 

 
 

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK 
SALINAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK 
NOMOR 10 TAHUN 2012 

TENTANG 
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 
BUPATI  TRENGGALEK,  

 
Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin 

kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk 

perlindungan terhadap hak perempuan dan hak anak 

yang merupakan hak asasi manusia; 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, 

dan kualitas perempuan merupakan upaya 

mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam 

kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara; 

c. bahwa setiap anak adalah tunas, potensi, dan generasi 

penerus perjuangan bangsa, dan diharapkan kelak 

mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia 

perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya 

untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik 

fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, 

sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan serta 

untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan 

memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya 

serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi; 

d. bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak 

merupakan kejahatan kemanusian yang merupakan 

pelanggaran hak asasi manusia;  
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e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d 

perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran 

Negara Republik IndonesiaNomor 3143); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang 

Pengesahan  Konvensi mengenai penghapusan segala 

bentuk diskriminasi terhadap Wanita (Convention on 

The Elimination on All Forms of Discrimination Against 

Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3277); 

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997  tentang 

Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1979 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3668); 
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6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999  tentang Hak 

Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3886); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang 

Pengesahan Convention Nomor 182 Concerning The 

Prohibitition And Immediate Action for The Elimination of 

the WorthForm of Child Labours (Konvensi Nomor 182 

mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera 

Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk 

untuk Anak)   (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3941);  

8. Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 109, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4419); 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 

11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635); 
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12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 

2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4720); 

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5063); 

15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

16. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang 

Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With 

Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak  Penyandang 

Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5251); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang 

Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban 

Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang 

Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada 

Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4860); 

22. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang 

Pengesahan Convention of The Rights of The Child 

(Konvensi tentang Hak-hak Asasi); 

23. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang 

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia 

Tahun 2011-2014; 

24. Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri dan Kapolri Nomor: 

14/MenegPemberdayaan Perempuan/Dep.V/X/2002 

Nomor 1329/MENKES/SKB/X/2002, Nomor 

75/HUK/2002, Nomor POL.B/3048/2002, tentang 

Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap 

Perempuan dan Anak; 

25. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang 

Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk 

Pekerjaan Terburuk Untuk Anak; 

26. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 Komisi 

Nasional Lanjut Usia; 

 


